BAR 11

PENGUASANN NEGARN TERHADAP TANAH

Nn. Penyertian dan_Tujuan Penguasaan Negara Terhadap Tanah

N. 1. Penger tian Penguasaan Negara Terhadap Tanah.
Gemaa  benda yarng ada di elam semesta ini adalah
ar ik Nllah  SWT, sebagaimana dalam firman Allah dalam

Suraht Al -Maldah ayat 120 yaitu

Oaelesrs Vo~ ol

ﬁ?t:nya : "kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan

apa yang di dalamnya"” (Al1-Qur " an dan
Ter jemahannya 3 9 @ 184).

Tanahb merupakan salih satu bénda yang sangat
penting dan besar manfaatnya bagl kelangsungan hidup dan
Fehidupan manusia. Tanah pada asalnya adalah benda bebas
atau Al Mubahah" karena belum dikuasai atau dimiliki
aleh sesworang walaupurn boleh mengambil manfaatnya. Délam

firman Allab disebutkan yarte surabh Al-A'raf ayat 128 :

)
- » -
Cale, TV T
[
Artinya : "Sesungguhnya bumi (ins) Fepunyaar Allah". (Al-
Qur "an dan Terjemahanihya 7  240).
Tarah atau alam adalah sumher perekonomian yang

as i dengan  kata lain merupalkan  sumber  produksi. yang




-
b

utama dari masa ke masa, dari produksinya menjadi sumber

Fehidupan manusia.

ranah adalah termasuk obyek dari harta mililk umum. Dasar

mengenai hal ini adalah préktek Nabi Muhammad SAW adalah

ceebagal ber thuat s

a. Bahwa Nabi membagilkan kepadanya tanah Hadramaut.

. Manakala  Nabi dabtang i Madinah, beliau membagi-
bagikan  tanah Vepada Nba Bakar dan Urnar r.oa. (Sayyid
Sahtg 31 1908 @ 154).

Desrigan araian dioalas relaslal Lahwa tanalr  adalal

milil umum yang daya penggunaannya  diperuntulkan  bagl

masyar akat sumam,

Htal int bulkan berarti dibuasal perseorangan, akan
tedtapt  diluasar oleh negarae dan dikuavsar  oleh  seluruh
ralkyatl. S@&uai dengan pasal 33 ayat {(35) Undang-Undang

[4

Dasar 192495

S5 yaolbu :
“Bumi, atr dan kekayaan alam yasng terkandung di

dalamnya dikuasar oleh negara dan  dipergunakan

vl ok webesar Besar kemabouran ralyat”. (Undang—
itdaneyg Dasar 1545 0 1o
e sebhagal Elhial ofaly di cmuka bum ini

i

hoan mengaturnya, sebagaimana firman Allah  dalam

Pior beniaa 3
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malaikat : "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan
seseorang kKhalifah di muka bumi"". (Al1-Qur -’ an

dan Terjemahannya ; 2 : 13)

Pengertiliaan "dikuasai' dalam pasal 33 ayat (3) ini

;beragal dari kata asal'yaitu "kuasa' yang mendapat awalan

" nogon

dan akhiran "i". Kata kuasa ini mempunyai makna.

cha
Malkna vyang pertama adalah'ﬁkemampuan atau kesanggupan
{untuk berbust sesuatu), sedangkan makna yang kedua
adalah wewenang atau sesuatu urtulk menentukan
(memerintah, mewakili, MEngurus, dan sebagainya). (Kamus
Beear Bahasa Indonesia, 1998 1 467).

Ieﬁilah "dikuasatir" >yang terdapat pada pasal 33
ayat (3) Undang*undané Dasar 1945 ini bukan berarti
“dimilika. lstilah'“dikuasai“ ini berarti bahwa Negara
cebagal organisasl kekuasaan bangsa Indonesia, diberikan
wewenang untuk .mengatu? sesuatu yang berkenaan dengan
tanah. (Sudargo Gautama, 1992 3 57). Undang«undané Pokok
Gg{aria yang berpangkel pada pendirian, bahwa untuk
mencapail apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat (3)
Undang-undang Dasér 194%, tidak perlu dan tidak pula pada
tempatnya bahwa bangsa Tndonesia ataupun negara bertindak
sebhagan pemi ik tanah. Ndalah lebih tepat jiké negara
sebagal  Qrganisasi seluruh  rakyat (bangsa) bertindak
selaku badan penguasa.

Suounan kata-kata  yang scerupa dapat kita temui

PN



, lagy dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pokok Agrafia,

lbahwa H N .
\ .
i " Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam
t
1 . -

yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan

tertinggil dikuasai oleh negara'".
firtinya adalah yang memberi wewenang kepada negara,
cebayal  organisast Lekuasaan dari bangsa Indonesia  itu
untuk pada tingkatan yang £ertinggi:

a. Mengatur dan menyelenggarakan pefuntukan; penggunaan,
porﬁmﬁinan dan pemelihavaannya.

L. Menentulkan  dan mengatur.hak"hak yang dapat dJdipunyai
atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa 1tu.

¢ . Merdenrtukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
Orang- arang dan ﬁerbgatanwperbuatan hukum  yang
menygenai bumi, air dan ruany angkaua.
(R. Soehadi = 24).

Adapun kekuasaan yang di maksud adalah mengenal
semua bumi, alr dan ruang anglasa. Jadi baik yang sudah
dhrtiako OGloly  seseorang maupun Pidak. Feluasaan negara
wualt hat dibaltasi oleh vsi dary halk 1t artinya sampai
Gerlier apa jauly  negara  memberi keluasaan kepada yang
mempunyai:  untuk  menggunakan  haknya, sampal disitulah
halas |u31<u‘a~,ﬂ.mv| Negara Lersebut.

Keluasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai

dengan  sesuatu  hak oleh seseorang atau pihak lainnya
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adalah lebih luas dan lebih penuh. Dengan berpedoman pada

tujuan  di atas, negara dapat memberikan tamnah yang

demikian 1tu kepada seseorang atau badan hukum dengan
cesuatu hak menurul  peruntukan dan keperluannva,
miasalnya 3 hak guna usaha, hel guna bangunan, hal. paksal
atau memberikannysa dalam pengelolaan Lepada sesuatu badan
pengusaha {depar temen, ja@atan atau daerah swantara)
unntuk dipergunakan bagi pelaksana tugasnya masing—-masing
(pasal 2 ayat (4)), dimana yang ridak bertentangan dengan
kepentingan nasional. (Abdurrehman j; 1985 : 42-43) .

Dari uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa
penéuasaan Negara terhadap tanal bukanlah untuk dimiliki
akan tetapi . sebagalmana yang disebutikan dalam arti
thar 1 pada "ruasa' oleh kamus besar bahasa Indonesia dén
Frof. Dr. Mr. Sudarago Gautama juga R.Soehadi, SH. vyailtu
mengatur  atau mengurusinya. Dengan demikian jelaslah
bahwa tanah adalah méruﬁakan kebutuhan.yang bersifat umum
atau merupakan hajét hidup orang banyak (masyarakat) maka
oleh karerna itu tanah dikuasai oleh negara Jjuge mengenal
perahuram"peraturannya darn  pelaksanaannysa dapat di—
Jimpahtan kepada pemer intah pusat .maupun daerah. (Bachsan
Mustafa 3 1988 @ 13 dan 22). o
A.7. Tujuan Penguasaan Negara Verhadap Tanah.

Daltam pasal 33 ayal (3) Undang-Undang Dasar 1945

relah jelas disebutlan tentang tuiuan daripada penguasaan
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nudara. ter hadap  tanah  yaitu un tuk sebesar—-sebesar
keﬁahmuran rakyat yang da]a@ rangka menuju masyarakat
yang  adil dan makmur (pasal 2 ayat (2) dan 3 Undaﬁg;
undang  Folok  Agraria). Dra Y aun konsidérans UUPA pada
kalimat, dimana disebutkan bahwa Indonesia adalah negara
vang susunan kehidupan rakyat adalah masih bercorak
agrarils, dan kafenanya sarrgat memungkinkan %ungéi bumi,
sir dan  ruang angkasa yang untule  membangun masyarakat
adil dan makmur. (UUPA 3 1990 ; 1). v

Dalam pasél 2 ayal (3) UUPA dikemukakan bahwa

tujuan hak menguasal davi negara 1tu digunakan untuk

ML apal cebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti
ltebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam
masyarakal Indonesia yang merdeka, berdaulal, adil dan

makmu” .

Bumi adalah sebagaﬁ karunia Tuhan Yang Maha Esa
trmasuk pula tubuh bumi du bawahnya serta yang-berada di
bawalh air adalah mempunyai Tungsi sosial. (R. Soehadi 3
18). Olel karena itu maka pemanfaatannya harus di-
abadiftan untuk lkepentingan dan kesejahteraan seluruh
rak?at yvang sekaligus menc Lpltakan pertumbuhan, keadilan
ostal untuk  menuiu  masyarakat yang adil dan  makmur
berdasar ban Pancastla.

fatnaly eratl éekalx huburgannya dengan  kehidupan

marusta. (tebh karana ttu maka hak atas tanah vyang
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ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia
adglah "penggunaan " hak atas tanah" yaitu untuk
mempergunakan tanaﬁ bagi kebentingan tertentu dan tiada-
seorangpun  yang secara mutlak mempunyai bak  milik aﬁas
tanah tergebut.Aﬁan penggunaannyapun harus disesuaikan
dengan keadaan dan sifat daripada hak tersebut sehingga
permanfaat hagi - kesejahteraan vyang mempinyal maupun
bermanfaat pula hagi masyarakat dan negara. Yang sesuail
dengan pasal &6 UUPA yang berbunyi:

"Bahwa tamah mempunyai fungsi sosial”. Dengan
demiliaan tanah tersebut tidak hénya untulk semata-mata
dari kepentingan si pemilik saja, tetapi juga untuk
repenlingan masyarakat. Sehubungan fungsi sosial
ltersebut, maka setiap pembayaran atas tanah bukan berarti
membayar harga tanah, melainkan sebagai sumbangan dengan
asats  bahwa  Lanah dikuasar  oleh negara  pada tingkatan
tertinggi. Dalem masyarakat dikenal dengan istilah pajak,
untuk 1tu faﬁah harus dipelihara dengan baik dan dicegah
dari pengrusakan. (Effendi Perangin j; 1991 @ 221 --222).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka
dalam hal 1ni dapat pula dipergunakan untuk jalan, rumah,
perkebunan dan lain.sebagainya-sesuai dengan instruksi
Presiden Na.9 tahun 1973 jo PP No. 39 tahun 1973. Tidak
Lerlepas dari kesemuanya 1tu hanya untuk .sebesar-sebesar

kemalkmuran  rakyat yang menuju masyarakat yang adil dan
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makmur berdasarkan Pancasila.
B. Macam-macam Hak Atas Tanah
Menurut sejarah l1ndonesia, maka hak -hak atas
tanah sebelum UUPA itu sudah ada dan  yang berlaku
sekarang yaitu :
B.1. Hal-hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat.
#H.2. Hak-halk Atas Tanah Mengrut Hukum Barat.
RB.7%. Hab-hak Atas Tanah ryarng Terpenting Menurut UUPA.
Herbicara soal hak-hak atas tanah tersebut di atas
perlu penoelasan dan pengeriian, dan  di sini penulis
Branya moemberikan gambaran  secara singkat mengenal
taraipada hak-hal tersebut dr atas.
B.i. Hak-hak Atas Tanah Menurul Hukum Adat.
B.l.a. Hak Ulayal. |
Hak wulayat 1ialah hak atas tanah vyang di
pegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum secara
Ler cama-sama (komunal). Dengan hak ulayat int,
masyar akat hukuin adat yanyg bersangkutan menguasai
tgnah ter sebutl Serara menyéluruh. (Purnadi
Pur bacaraka. A.Ridwarn Halim 31985 : 25-26).

Mengenail hak ulayat ini Mr. CCJ Maassen dan

M2 Hens dalam bukunya agrarische regelingen voor

et t youver nementsygebeut van en madura (peraturan-—

peraluran agrarilis di  daerah gubermen Jjawa dan

madura), 11liad 1 halaman D, menerangkan:

.



"

Yang dinamakan tak ulayat (hbeschikkingsrecht) adalah
hak desa menurut adat dan kesemuanya untuk menguasai
tanah daltam lingkungan daerahnya 3 buat kepentingan
O ang 1nin (arang asing) déngan membayat kerugian.
kepada desa itu, sedilkit banfak turut campur dengan
pembukaan  tanah itu daﬁ bertanggung Jawab terﬁadap
per hara-perkara  yang terjadi di  situ  yang belum
dapal diselesaikan”.

Dalam hal ini kenudian menurut Prof Van Volen
Homen . Beliau menamalan hak tersebut seperti yang
dikemukakan di atas yaitu beschikkingsrecht. Istilah
iny  wekaranyg  sudah dapal diterima oleh umum yang
ar tinya suatu hak atas tanah yang hanya terdapat ci
Indonesia tidak dapat di pecah-pecah dan mempunyai
dasar keagamaan (rélegie).

Van volenhoven dalam bukunya Een adat-wet
boekje ;Dér hell Indonesia (1925) menegaskan:
Beschikkingrecht atas tanah hanya dapat dimiliki
oleh persekutuan hukum (gemeenschappen) dan tidak
dapat dimiliki oleh perseorangan.
Beschikkingrecht tidak dapat dilepaskan selama-
Jamanya.
Jika hak itu dilepaskan untuk sementara, maka Jjika
ada alasan selain kerugian untuk pénghasilan—

penghsilan yang hilang harus dibayar juga cukkal
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(hiffinger) oleih orang-orang asing menurqt hukum
adat diwajibkan membayar persekutuan hukum yang
memilikil tanah 1tu. (Marsudi; 1990: 20--21).
Adapun hak warga masyarakat atas tanah yang .
terwujud dalam hak ulayal ini pada dasarnya berupa:

a. Hak untuk meramu atdu untuk menaumpulkan hasil
hutan yang ada di wilayah/wewenang hukum masyarakat
mereka yang bersangkutan.

b. Hak untuk bérburu dalam batas wilayah/wewenang
hukum masyarakat mereka.

"Pelaksanaan hak ulayat dan hak--hak yang serupa itu
dar masyarakét"magyarakat hukum adat, sepanjang
kenyastaannya masih ada, harus sedemikian rupa
sesua) dengan kepentingan nasional dan negara, yang
herdasarkan atas persatuan bangsa ser ta tidak boleh
ber tentangan dengan undang-undang dan  peraturan-—
peréturan lain yang lebih tinggi. (Boedi Harsonog
19290 «+ 530 & 37).
flal 10 Lerarti bLahwa misalnya berdasarkan  hak
ulayal bersumbertan hukum adal 11, masyarakat—-masyarakat
Pk tim .hulhdnuknldﬁ Lidak bLoteh menghalang-halangi
pember 1an hdy guna usaha yangy hendak dilakukan oleh
pemer antah. Jika;peme?intah misalnya hendak melaksanakan
pembukaan hualan secara besafﬂbesaran dan teratur dalam

pruyel - proyek besar untuk penamnbshan bahan makanan dan
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transmigrasi, maka hak ulayat dari suatu masyarakat hukum
adat tidak boleh dijadikan penghalang.

Dengan demikian jelaslah bahwa hak wulayat tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan nregara
Larena telah jelas dalam pasal 2 UUPA, pasal ini
menentukan bahwa negara menguasal bumi, air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung
didalamnya herdasarkan ketentuan dalam pasal 33 ayat (3)
UHdang-Undang Dasar 1945. Yang kesemuanya 1tu adalah
untuk mencapal sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti
kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan  negara hukum Indonesia yang medeka,
berdaulat adil dan makmur (pasal 2 ayat (3) Undang—-undang
- Pokok Agraria ). Dan tak dapat dibenarkan, dengan lain
perkataan kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus di
kesampingkan, demi kepentingan nasional dan negara.
Dalam memori penjelasan dijelaskan, tidaklah dapat di
bernarkan jika dalam alam bernegara dewasa ini sesuatu
masyarakat hukum masih mempertahankan hsk ulayat secara
mutlak. (Sudargo Goutamaj; 1992: 27-28).

B.1.b. Hak Milik dan Komunal.

Hak milik dapat dipandang sebagai hak benda tanah,
di mana hak yang memberi kekuasaan kepada yang memegang
untuk memperoleh (merasakany hasil sepenuhnya dari tanah

ity dan mempergunakan tanah itu sealah-olah sebagai
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Chrgenaare s dengarn mumperhatibﬂp peraturan—peraturén hukum
J“dil Gelempatl dan peraturan-peraturan  dari peme}iﬁtah.
(Mareudry 1990 22).

Flal RN timbul karena adanya hubungan antara
cpuyrorang dengan sesuatu.benda tertentu yang kita kenal
dhengan hak aini. Dan pemilik benda  terscbut  mempunyal
bk o aan Langaung  atas  henda tersebul. (Masdhuha
Abdurralimans; 1990: 76).

Di dalam hak atas tenah ini dapat dipegang oleh
perseorangan atas éebidané tanah tertentu terletak di
dalam .wi]ayah hak ulayat ﬁasyarakat hukum adat yang
bersangkutan misalnya: tanah yang dikuasail dengan hak
milik yang di dalam tukum adat itu berupa sawah dan
hera{ih turun—-temurun. (Purnadi Purbacaraka; A. Ridwan
Halims 1985: 27). Di mana dalam menga¢bil reuntungan dari
henda tersebul 1ltu harus dalam kekuasaannya. .

Pemegang hak milik mempunyai kekuasaan sepenuhnya
untul  bertindak atas tanah tersebut menurut kehendaknya
sendiri dangan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Hal itu dihatasi oleh peraturan pusat.

2. Harug mengindahkaﬁ hale ulayat dari desa yang sekedar
masih melipuba ﬁak milil.

L. ¥epenlingan dari orang lain yang mempunyail hak-hak
Fanaly tersebut haru% dihormati.

4. Harus aenperbaliban peraluran-peraturan hulum  adat
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vang ternyabta masih berlatu.

Menurut pemerintah  hak milik «¢ibagi dalam dua
agian yaitu:
{. Fatb mi bk perseorangan yasng turun—temurun, atau di
Fowebot hak ared the.
ot itk komunal dengan hagian—-bagian yang pada walktu
‘ A .
. Ler Lentn besrganti-ganti.
! P
, [ daripads hal mililk perseorangsn yang turun-

4]

Lomur un dan hake komunal adal &h sama, perbedaannya hanya
Lo e lalk potda pemeganyg halk Gaia. Jika pemegang hak milik
Ll persearangan  yang turun-temurun, sedang Jjika yang
Mt @0 g frat ttu persekutuan hubkum seperli desa  dan
Gebagatinya maka halk it dinamaban hak miiik komunal.

Dar 1t ot eran  di ates  maka jelaslah  hak  milik
Veonnona vang  hoersrtal Lerygan bt ganli dibiagiban kepada
pendiudul dese, adalely merupakan benluk yany mula-mala ada
4 indonesta Varena bentul ion sesual dengan keadaan yang
daaa s veder hana yaillu yang inasih bereitat gotong-royong.
(Flar sudy ;g 12900 20240

Hovo Hlak hiak Ntas fanah Menurual Fluakum Baratb.

B.72.a. Hak Eigendam.

“igendom adalah hal yang paling sempurna atas
cuatu henda . SHeseorang yaniyg mempunyai hak eigendaom
fma bkl Wlas euatu boenda dapat berbuabt apa saja dengan

hierda Cla (merijual, o menggadaikon,  memberilan, bahlian

| e s e e e
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merusak ), asal saja ia tidak melanggar Undang-undang atau
orang lain. (Subektij; 1987: bé). R

Hak eigendom adalah hak yang paling 1luas, pasal
570 BW menerangkan bahwa eigendom adalah hak untuk bebas
mempergunakan (menikmati) suatu benda sepenuhnya ‘dan
un tuk menguasal seluas-luasnya, asal saja tidak
ber tentangan dengan Undang—-undang atau peraturan-—
peraturan umum yang ditetapkén oleh instansi (kekuasaan)
yang berhak menetapkannya, serta tidak mengganggu hal—hak
Or any fain, semua  itu kecusli pencabutan eigendom
(anteigening) untuk kepentingan umum dengan pembayaraﬁ
vang layak menurut peraturén~peraturan umum.

Dalam pasal 1inl ditetaﬁkan secara tegas, bahwa
eigendom adalah ﬁuatq hak kebendaan (zakelijkrecht)
artiﬁyq pahwa seseorany yang mempunyal elgendom itu
mempunyal wewenang untuk:

i. Mempergunakan atau menikmati benda itu dengan bebas

dan sepenuh-penuhnya.

N

Nenguaséi benda itu dengan séluas—luasnyaf (Marsudis
1990: 195).

Hak ’eigendom adalah tidak sama hakekatnya dengan
hak milik atas tanah. Dengan hak eigendom hak atas tanah
pemilik {eigenaar) tamah bersangkutan mempunyail hak
mutlak atas tanahnya. Hal ini dapat kita mengerti

mengingat konsepsi hukum barat itu dilandasi oleh Jjiwa
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dan pandangan hidup yang bersifat individualisme-—
material lsme, yaitu suatu pandangan hidup vyang lebih
mengagungkan kepentingan perseorangan daripada
kepentingan umum maupun kebendaan daripada keakhlakan.
(Purnadi Purbacaraka, A.Ridwan Halimj; 1985: 27) . Dengan
demikian hak eigendom yang dimaksud oleh undang—-undang
dalam pasal 97 BW adalah hanya benda-benda badani. Pada
ASHHNYa e1gendom pﬁmegangéya dapat berbuat menurut
kehendaknya terhadap bendanya, yaitu terutama terhadap
benda yang tidak bergerak. (Chadir Nli; 1990: 58).

B.?2.b. Hak Erfpacht.

Tentang hak erfpacht (hak usaha) pasal 720 BW
adalah  suatu  hak kebendaan untuk menikmatl sepenuhnya
akan kegunaan sualtu barang tak bergerak milik orang lain,
dengan kewajiban membayar upett Ltabhunan kepada si pemilik
sebagal pengakuan akan kepemilikannya, bail berupa uany,

hasil atau pendapatan. (Subekti, R. Tjitrosudito; 19689

106) .

Kata erf di sini bukan berarti pekarangan ‘seperti
dalam erfdiensbesarrheid, tetapl- berarti turun—-temurun
(mewar is) untuk menyatakan bahwa hak 1tu dapat di

wariskan oleh pemegang hak tersebut. Dalam pasal 721 ayat
(1) BW yang menyatakan bahwa hak er fpacht hampir tidak
berbeda dengan pemilik, kFecuall satu hal yaknl erfpachter

taclalk diperbolehkan berbuat sesuatu sehingga tanah 1tu
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amnradtl aerosol nilainya. (Marsucd:; 1990: 17). Disamping

menQounal an Lanah  orang Jain 1tu  untuk ‘dimanfaatkan
) O

a-t bnyan, nemegang  hak er fpacht iny  berwenang untuk

i tebal s boongand an Ivexk rtu bepada arang lalr,

N

ponopadibantiya sebagal Jaminan hutang (dengan hipotik) ~dan
|

Ywngdljhlnnyd‘hepdﬂd ahly wartsnya sepanjang belum habis

baoa  Lorlakunya. (Purnadi Purbacaraka, A. Ridwan Halimg

Ber g tan dengan uraran di oatas, disebutkan . bahwa
%
Yl e fppae it hampir  tidale berbeda dengan pemilibk.  maka

Pty bk dealb Cr fpachit i digunakan untuk perusahaan besar
(oa b bar e catau pembulaan Lanah yang masilt  belukar di
Carwoiaban wal Luoyang diberikan cukup lama 75 tahun. Dan
Pt ok e e hadap chalke s e Lib lianiya beroapa pembayar an
Coaron” yarig  pembavaran and douly c!i%e?ble dengan  C1ins
Alan Line. (Chidir Aliz 1990: 106-107).
H.7.c .tlak tipstal.

Ml et pasal 711 BW hal eopstal numpang  karang)
Al o st hah.}%whpnduan (vakelijk recht) - untuk
AR TR R SRV AT O Vinmah - ramats, hangunan-bhangunan dan tanaman di
U tatale me bk orang tain. (Marwuadig 1990: 18).

f*alam hal opstal in meémberi wewenang kepada

pomecAangny g anbul e ko wirgala sesuatu yang lerdapat
Crod i caapetudinn or ang lain sepan o ang sesualtu  teraebut

TS S boponvaan Tergoetaar T tanah y g Ler coanghku Lat .
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Hal lkebendaan ini dapat dipindahkan pada orang lain dan
dapat juga sebagal jaminan thang. (Purnadi PurBacaraka,
A. Ridwan Halimj; 1985 1 27-29) .

| Mr. Suyling dalam bukunya zaken recht halaman 375
mengatakan bahwa. sebetulnya hak opstal ini sama dengan
halt erfipacht, perbedaannya hanya mengenal ﬁak atas
bangunan daﬁ tamnaman pada _waktu berhentinya hak-hak
tersebut, yéitu kalau pada waklu berakhirnya hak—hak d1tu’

bangunan dan tanaman yang diadakan ocleh opsfaller atau

" er fpachter itu dibiarkan atau ditinggalkan, maka bagi

opstaller mendapat penggantian untuk harga barang—bérgng
rersebul, sedangkan eripachter tidek.
Nesersschel ter dalam bulkunya zakenrecht halaman
2046 dan weterusnya berpendapat fain. 1a berpegang pada
Lata-kata dari pasal 711 BW yéng hanya menentukan adanya
hémungkinan éebidanq tanah pada suatu waktu adalah
eigendom A dan .bangunan adalah eigendom B, sebagai
perbecuwal ian dard prinsip pacda pasa] 600 danmn 601 BN,
bahiwa miﬁendmm atag tanah meliputi juga atas segala
hangunan dan tanaman yanq berada di atasnya.
hengan demikian pendapat Noserchel ter mempunyai

Foneekuens i yalilu bahwa hak opstal praktis baru mempunyal

Mak  er fpachl atau hak sewa atas tanah 1tu yang demikian

Lerar lah apa  yang  dinyatakan oleh Suyling bahwa hak

opwlal adalall  sama dengan hak er fpacht yang apabila



29

Ler radh peaylmpangan itu berupa pembherian  hak kepada

opetalier untuk menggunakan juga tanahnya.

B.3. Hak-hak Nlas Tanah Yany Terpenting Menurut UUPA.
Undang-undang Pokok Agraria pada pasal 4 ayal (1)

metiyabtakan: "atas dasar hal, menyuasal darl negara sebagal

v AN l’lahﬂ“aull Jdalam pasal o UURS datentukan adanys macam-

et em o Dok atan  bumit yang - disebut  tsnahb, vang dapat

Gy Ler tban bepada dan dipunyal oleh orang-orang lain serta,

bacdarn-badar: bubum. : .
fang Femudian ayat () menyatakan bahwa  hak -hak
atas tamah lersebut di atas, memberi wewenang untuk

memper gunalan Lanah tervebut. Demikian tubuh bumi dan

A serta  rnatg angkasa yang ada  «i atasnya, seledar
gipeer b an ot nk Fepentingat: yany 1a1y39\uxg ‘t3e911utn4nq;aﬁ
Sengain pengganaan tanath tersebut dalam batas-Batas
IR RS Undang-undang Polb ok Agrarya  dan peraturan-

)

rvraturau Paleon baan yang tebith Linggi.

' Acpean Balk hal ala- tanah  vyang dimaksud dalam
t o
Poosa vl i1} ayal (1Y dialtas, tersehul jugae dalam  pasal 16
!
1 - . .
il 1) ant.ara tain yaryg Sterpenting  adalah sebagal
Gier o bal s 0
) »
B.S.a. Hak Milrk.
HoS.a.1. Ponger tian hak mai bk,
Uoverrtdoes aat veby o (a1 b o mrLak o (baxld altas Lanals

maapun atas  barang dar hab lair) adalah Pancasila dan
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Undang-uUndang Dasar» 1945. ﬁJadi secara  formal hak
Per seorangon ada dan dialug oleh negara. Bukti o hal
tersebut adalah dengan adanya peréturan dasar éokok
Agraria yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 1960.
(Marsudi; 1990: 25).

Dalam Undang-undang Pokok Agraria hak milik ini
Jialur dolam pasal 20 sampar dengan 27. Hak.milik. adalah
iral turun-Lemurun, terkuat dan terpenulh  yang dapat
dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial
lhak atas -tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan
kepada pihak lain (Pasal 20 UUPA). (Had i wahéno, Sudjitos
. . )

Perkataan "ter ini harus diterjemahkan dengan
katd paling. Dan istilah ini tidak boleh diartikan secara
gl lalk sebagaimana eigendom yang terdapat pada perumusan
=12 Ditgga%kan bahwa hak milik inilah merupakan vyang
paling kuat vyang diperoleh seseorang atas tanah. {(Sudargo -
gautama 3 1993 =@ 124).

Turun temurun di sini artinya hak tersebut dapat
diwariskan kepada ahli waris. Sedang terkuat dan terpenuh‘
adalah vyang paling kuat dan paling penuh  juga beragti
hahwa pemegang hak milik atau pemilik tanah itu mempunyai
hak  untuk "berbuat bebas'" artinya boleH mengasingkan
tanah miliknya kepada - -pihak lain dengan jalan menjualnya,

g by bhahib ang, me-nukarkannya. (Bachsan Mustafa 3 39) .
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tres } ‘1 barena hak milik ainl merupakan hak yang

Do beun
Bampir-hampir tak dapat diganggu gugat selain . dengan

per buatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

calv, seperti pencabutan hal atas tamnah yang diatur

PSR RR] =3

datam jrasal 18 UUPA. (Hady Waohono, Sudjpito;  2).  Dalam

Pz jren e basan fbata-katas teriuat dan terpenubh  ani

aitalaty dhimal sudlan untuk mesun tukkan perbedaan  halk-hak

St ae taasaly Parnriya.

Nr th istitah hab malil wempunyai fungsi  sosial

Golam ULPA adalah bahwa hal atas tanah yang dipunyal oleh

* 3

ST Aly toactel balelr  dipergunalarn semata-mata  untuk
. _ .
Foepeenibiingan probadi dergan sewenang-wenang tanpe
worglbory sk an Pepentingan ~umunm  atau  masyarakatb. (K.
SGenctaada A doeh Bl oo bk Fioxr vrd, ety o o frngesi
e S ok an Drer e b opentangon [P S EOr argan
Lo odee el alteh  kepentingan  masyarakatb. alam memor i

Pt boreane bk co ok Dohwaas huor o dbbadak o Feveimbangan

o tara bepenrbingan per e aigat don kepenbingan  wmnum

o e v al abo Dengansdemyt ran diharapkan Lercapainya
e ta o ta yang tuhar yakn P emakmur an, C leadilan dan

-~

bebolbagiraan bags selurule rakyal Indonesra (pasal 2 ayael

o Ly Suadargo Gaw Lamas; 1997 A1)

Pt o bk o bl msepun, @ fungs s Gias gl Ll

AT N Rk ok poenel crans babueea Yok m bk alas Lariah
A\

oo HER SN TR thoreg g Paarangad ceatal datam ranigha



Cen ogats penggunaan hal mibirk yang tidak sesual dengan
fung-a daa taguannva.
Dasar hukum hak atas tanah mempunyai fungsi sosial

sedangkan pembatasanya

fercantum dalam pasal 37 ayat (3),
v

terdapat dalam  pasal 27 ayat (2) Undang—undang Dasar

1949.

H.3%.a.2. terjadinya hak milik menurut pasal 22 Undang-—-
undang Pokok Agraria hak milik ini dapat
terjadl:

a. Menuroatb Lobum  adat yang diatur dengan peraturan
pemeraintah, misalnya pemt:iikaan tanah oleh seseorang.
I 1rin dalam Islam dlk;hal dengan istilah 1ihyaul
fawat . (Adirtani Al—alabip: 1992: 195)

‘Chagaimara disebatban dalam had it
- - N " .

P AG et ot Lo o IS eI (g5 2y A N
.»/)J;;EO>,/AJ, \}(LM~§A~__1JEJ;fmvaLL\ ri;?‘b“
Nr Finya @ “Stapa  yang mendahulul sesuatu yang belum

didahu]ui oleh seseorang muslim, maka

menjadi hak  miliknya™. (Jami ul Shoghir

7))
L. Monurul Pencltapan Pemer tnitah.
Fladd malak yang dalam pasal 227 ayat (2) huruf a
Unidang undang Cabol Agraria  dikatakan  bahwa karena
e Loapan ppmvvxntah 1tu diber 1ban oleh instansa

bixr wettang menur al cara dan  dengan wyarat-syarat vyang
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ditetapkan Dieh 'pemerintah. Tanah yang Qiberikan
pemérintah adalah tanah negara artinya tanah yang di
kuasai langsung oleh negara. Jadi tidak ada pihak vyang
lain selain negara. (Effendi Peranging 2354 .

Peraturan méngenai pemberian hak atas tamah ini
adalah  peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No.D tahun
1973 yaitu tentang ketentuan-ketentuan mengenait téta cara
pember ian qak atas tanah. Seperti hak milik atas tanah
gugolan adalah Menteri Agraria dan Mendagri 4 mel 1965
Nao. SQ/DEPQG/lQéS NO . LLI/7DDN/LRES, halk milik ténah bekas
dua laristdenan Surakarta adalah Menteri Pertanian:
SE/R/Kas 1963,

c. Karena.Ketentuan Undang—undang.

Hal int karena adapya konversi, karena . bita
Fetabni bahwa pada tanggal 24 September 1960, sémua hak-
lral atas lLanah yang ada sebelumnya diubah menjadi salah
satu hal vyapa baru. Hak-hak yang dimaksud ‘adalah hak
mi{ikﬁ jika yang mempunyai hak itu memenuhi syarat-syarat
urtul memponyai o hak milik menurut  Undang-undang Pokok
Ygrar ta, (Marsudis 1990: 78).

! Maka dengan demikian jelaslah pengertian daripada

t
hak torsebul di atas 1tu hanya berlkenaan dengan nama dan
: .

. v v
otatus, msalnya hak  oigendam yang sekarang di

finivier stk an mengads hak mr ik dengan syaral terlepas dari

ar b Gomula (menurul o artn BW) karena mengingat pasal 6
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UUPA .
B.3%.a.3. Yang dapat mempunyai hak milik;
RPasal 21 Undang-undang Pokok Agraria telah
menyebutkan bahwa yang dapat mempunyéi halk milik adalah:
1. Warga negara indonesia.
2. Badan—badan.hukum yarg ditetapkan oleh pemerintah.
(Bachsan Mustofa; 1988: 39).

Dari hal tersebut i atas maka Jjelaslah bahwa
sesenrang yarg bukan warga Indonesia tidak dapat'
mempunyal hak milik atas tanah pasal 21 a;aé (3) dan (4)
UUPN)Y . Berkenaan dengan badan-badan hukum yang dapat
MEMPUNYal hal milik atas tansh telah diatur dalam
peraturar pemerintah No.38 tahun 1963 tentang penunjukan
Ladan badan  hukum  yang dapat mempunyal hak, milik atas
tanah. \
B.3.a.0. Hapusnya Hak milik.

Muzr ut pasal T7 UUPH hal &ilik atas tanmah hapus
ﬂuruna: |
|

gL Tanahnva 1atuh Fepada nugafa, Harena :
1. Pencabirtan halk

. Penyierahan sukarela oleh pemijiknya 3
3. Ditelantarkan ; &
4. Herdasarkan kutentuaA pasal 21 ayat (3) dan

pasal W& (2) UUPA.

I, darahnya musnah. (Marsudi s 1990 :29).
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H.3%.a.3. Yany dapat mempunyai hak milik.®

Pasal 21 Undang—undﬁng Pokok Agraria telah
| .

menyebutban bahwa yang dapat hempun?ai halk milik adalah:
1. Warga negara Indonesia.
. Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.
(Bachsan Mustofa: 1988z 39).

Dara hal tersebpt di atas maka Jjelaslah babwa
CLeneur anyg yany  bubkan  waryga fndone%id tidak dapat
mehpunyai hak milik atas tanah pasal 21 ayat (3) dén (4)
UUPAR) . Berkenaan dengan badan-badan  hukum yang dapat
mempunyal ak mi]iﬂ atas tanah telah diatur dalam
peraturan pemerintah No.38 tahun 1963 tentang penunjukan
Ladan badan hukum yang dapat mempunyal hak milik atas
tanah.

B.3.a.4. Hapusnya Hak milik.

Menurut pasal 27 UUPA haik milik atas tanah hapus
karena:

a.Tanahnya jatuh kepada negara, karena :
1. Pancabutan hak ;
7. Pernyerahan sukarela oleh.pemi]iknya H
%. Ditelantarkan ;
4. Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (3) dan
pa%a}f 26 .(2) Uuera,

L., Tamahnya musnah. {Marsudi 3 1990 ::29).
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B.3.h. Halk Guna Usaha-(HGU)n
H.3%.1. Pengertl {annyn -

Untuk mengetahui arti daripada halk guna usaha,
maka perlu dikemukakan pendapat di antaranya Purnadi
Pur bacaraka dan A. Ridwan Halim hak guna usaha adalah
sua bty hak  yang memberikan Qewunang kepada pemegangnya

untuk mengusahakan tanah yang langsung dikuasai o©oleh

negara untuk kegiatan -kegiatan pertanian saja. (Purnadi

Pur bacaraka, A. Ridwan Halim 3 1985 : 29).

Paswal 28 ayat (L) Undang-undang Pokok ﬂgrgria
menyebutlkan hak gquna usaha adalah hak untuk. mengusahalkan
tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam Jjangka
walk L sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna
perusahaan, pertanian, peritanan atau pelternakan.

_Dari wuraian pengertian di atas ielaslah bahwa
tanah tersebﬁt atau hak guna usaha itu adalah tanmah vyang
langsung dikuasai oleh négara. Jadi pihak negaralah yang
dapat memberikan tanah térsebut dengan hak guna usaha.

Hal guna usaha ini telah diatur dalam pasal 28
sampai .dengan pasal 34 UUPA. Mengenai hal ini berbedsa
dengan hal milik, maka tujuan daripada hak guna usaha itq
adalah terﬁatag yailitu pada ugaha pertanian, perikanan dan
peternatan. Dan dalam pengertian pertawiaﬁ termasuk  juga
perkebunan. Pgmberiah hak guna usaha ini sesuali dengan
eputousan menteril dalam negeri 142/DJA/1973 dan peraturan

Py ye—
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mon ber portamian  dan  agraria No. 2 tahun 1964 dan
perataran hervama menteri  dalam negeri dan menteri

pertanian No. 8 tahun 1962 No. 2/pert/op/8/1969.

Meh  karena ity meskipun  tanah yang dipunyai
dengas biak guna asaha 1 ta khusus diperuntabran bagi  usaha
perianian, perilanan, dan peternakan, tetapi tidak
her ar it crang yang  mempunyai hakooitu tidak baoteh
mendicilkan banqunan-bangunan  di atasnva, bangunan-—
bangunan varig herhubungan dengan usaha pertanian,
peternal an itu  boleh mendirikan  di atas tanah vyang
Lerr sanglatan, tanpa memerlukan hal atas tanah lainya

myGal hal pakal atau hak guna banmgunan secara * terpisah.
(Effendi Perangin 3 1791 : 158-159).

Jadi telaslabh  bahwa hak guna usaha tersebut  di
atas itu hamya untuk wusaha pertanian yang dalam
penger tian luas, untuk selain daripada i1tu hak guna usaha
ini tidak diberikan.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 dari penjelasan
UUPA. Maka hak guna usaha ini tidak memberikan wewenang
kepada pemegangnya untuk mengambil kekayaan alam yang
terkandung di dalam tubuh bumi atau di bawah tanah vyang
dilkuasai dengan hak tersebut. Akan tetapi . hanvya
member ikan wewenang hal atas permukaan bumi saja.
B.3.h:2. Sifal daﬁ ciri hak guna usaha.

Dar i pasal-pasal UUPA dapat Fita sebutkan sifat-
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T T P R A W N S A daripada hak guna usaha sebagail

g g gt neaha tergolong bal o alas tarnah vang kuat

P b e Frclal sebuat hal mitid artinya tidak muadah

e bar dapal ol ner fahankan  terhadap gangguan

prihal Jarn. Dleh kavena i ta hab guna usaha termasuk

calaly maba hal oyang warib ouantul didaftarkan (pasal

n l{iﬂ‘ﬂ ver pasal 10 PPOBRo 0 1D ahun 12613 3

fe, 1t S nealis dapat bueralaly, artinvya dapat 1
war e b an kepada abili owaris yang mempunyai halk g

<L Ha (e saha paragt oowmal barya Lerbatas, artinye
pradka voatn saat dapal boraklar 3

(. Hlab na usaba dapal (i alinban tepade  yang lain
vartu trijual, ditukarian, dihitbahkan atau diberibkan
dengan wasial 3

4Q. bl g uuahu‘dapal dr lopaskan oleh pemeganyg  hak

tercebut, sehingga tanah tersebut menjadi tanah
‘megara. (Marsudi 3 1990 :30).

3.3.b.3. Yany dapalt mempunyai hak guna usaha.

“Patam  pa-al 30 ayasbt (1) Undang-undang Pokok
Mgr or 1 a mencbapkan bahwa yvonyg dapat mempunyal hak guna

usabia adalaly s
f. Warga negara [ndonesia ;
2 Hadan hodan  hukum  yang  dudir ikan menurut  hukum
| .

Tndonesia  dan berbvedudulkan di Indonesia. (Sudargo
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Gautama 3 1993 : 139-140) .
B.%.b.4. Jangka waktu dalam hak guna usaha.

Jangka waktu dalam hak guna usaha adalah . terbatas
cebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 29 UUPA,
yvailktus

a. Hak guna usaha di berikan untuk waktu paling lama
25 tahun 3

M. Untulk perusahaan yang.mem@r!ukan wa#tu yang lebih
lama dapat diberikan hak'guna usaﬁa, untulk .waktu

paling lama 3% tahun j

Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan

n

perusahaannya jangha waktu yang dimaksud dalam ayat
(1) dan (<) pasgl int dapat diperpanjang dengan

wak tu palimg lama 25 tahun.
bDalam memoari penjeiasan pasal 29 UUPA jangka waktu
2%  tahun atau 35 tahun itu yang dengan kemungkinan
memperpanjang 29 tahun itu di pandang sudah cukup lama
un tul kegerluan pengusahaan tanaman—tanaman yang berumur

panjang, misalnya tanaman kelapa sawit.

B.3.h.5. Hak guna usaha (HGU).
Fada pasal 34 Undang—undang FPokok Agraria
meryebutlan bahwa hak guna usaha hapus karena :

a. Jangla wabktunya . berakhir 3

. Dihentikan sebelum janghka waktunya berakhir karena

e et e e



sesualu ';,yar‘a’tﬁya. tidal dipenubhi j

. Dilepaskan oleh pemegangnya sebelum jangka waktunya
borab e s

. Dicabhub untul kepentaingan umum 3

. Tanahnya dilelantarian

£, Tanaknya musnah 3

Festentuan pasal 30 ayaxt (2). {Brhoan !“luss:t.afu 7 19688

: 4.

B. 4. - Hlak guoa banguian (L) -

B.%5.¢c.t. Pengoer l'id'nnya_

Hak quna  bangunan adalalh salah  satu diantara
mq('.'ﬂn Tal !\.-1‘k atas tanah, oleoh karena ttu hak int o di
atur cpcara ‘I/hu'{)nc. dalam PN, Yaitu dalam pasal B2
campat dongan pasal A0,

' . .

Pacal %5 ayat (1) menyebutkan arti bahwa hak guna
traalia adalah  hak untulk  mendirikan  dan mempunyai
Loy hangunan atas Fanalr yang  bulkcan miliknya
cond e, engon tangk o walk Yo pating Tama 500 tahuy,

Po s pengee baoan dhr aban, vlva;;.a'vir(er ar L1 balwa Lanal

b vertag! adatah lLanah  vong dakuasal langsung oleh

nenara  maupone tanah vang damiliki  oleh perseorangan,

sobagormana  dyielaskan datam memori penielasan pasal
(. Yang juga menyebutkan bahwa hal guna bhangunan .in:
hor Tatnan dengan hat guna i mana usaha tidak mengerai

.

Farale e Lo an. (Dudargo Gavtama 5 199% 2 149 .



UUPA
N
sebagai hak atas tanah, hak guna bangunan tidak memberi

Ber dasarkan pa;al 8 dari penjelasan maka
wewenang untuk mengambil kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya.

Mesk i pun .tanah tersebut dikhususkan untuk
mendirikan bangunan, namun hal itu tidak berarti tanah
tersebut tidak boleh digunakan untuk sesuatu misalnya
memelihara ternak, tapi dengan syarat tanah "~ tersebut
harus sesuai dengan tujuan yang éokok vaitu untuk
bangunan.

Sedangkan jangka waktu hak ,‘guna bangunan
sehbagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) uurPA
adalah paling lama 30 tahun. Atas permintaan‘ pemegang
hak dan mengingat keperluan serta keadaan\ bangunan-—
bhangunannya j;ngka tersebut dalam ayat (1) "dapat di
perpaniang dengan waktu paging lama 20 tahun (pasal 35
ayat (2) UUPA).

Mennenai luas tanah yang dikuasal dengan hak gquna

banguran, berdasarkan pasal 12 UU meo. 5& (PP) tahun

1960 yaitu tentang penetapan luas maksimum untuk
pertanian, perusahaan dan pembangunan. Yang lainnya
Aban diatur lebih Tanjut Farena <sebagaimana dalam
fresir ey o o praval 1Y bahwa tanab-tanah untuak perumahan

o adal s tidal sepentanyg btanah yang menyanghkut tanah

proer bacor oo tlan selarang peraoloragn orne belom ada.
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H.3.c.7. Yang dapat mempunyai hak guna bangunan .
Dalam paéal 36 ayat (1) menyebutkan sebagai
herikut =

a. Warge negara [ndonesia ;

. Badan hukum yang cdidirikan menurut hukum [ndonesia

dan herkedudukan di Indonesia. (Marsudi 3 1990:
\_I)(p)- . N

H.%.c.3. Hapusnya hak guna hangunan.
Sebagarmana aalam Cpasat 40 UUPA men;ebutkan
lza;:nﬁar;ya halk (gxma' bangunan adalaly
a. Jarmglka wakltunya berakhir
e Dbt v b ’m.”]'..“ walk tunya cebelum berakhir  karena
speua b ‘»yri%'r'.l»t. tidabk dipenuhl )
- Dailepastanr olehn pemegang hnbnyé selielum yangla
‘walk tunya !39: rakhir .
n"lt. Dicabut m.\lu.lu kFepentingan umum. ’ :
e Ditelantarkan s - .
f. Tanalinhya (fnx%;")iii'\ H
g - Fe!untuaﬁ dalam pasal 36 ayat (2) UQPQ. (Sudargo
Gaulama 1 1293 :148). .
H,‘.'s--d._ thal l"i_akai -

Mongenai halk pabai ind dalam Undang-undang agrarina

Aatue cecara bhusus yalbtu datam pasal 41 sampail | dengan
d [toyd Pk 3 adatah hgk o andalk mengounaikan dan abau
SRR EISTRS frast )l dara tanabh vang tangsung  dikuaus:y oleb:
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negara atau tanah milik orang lain. Yang memberi wewanang
dan kewaijiban yang ditentukan dalam képutusan
pemberiannya atau daiam perjanjian pengolahan tanah
agala  sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan
tetentuar—ketentuan ~Undang-undang (pasal 41 ayat (1)
HUPA)Y .

Dari perumusan di atas kita dapat mengetahul
Fhabwa, haie  palai merupakan hak atas tanaH bailk untuy
fangunan atoaupun untuk pertantan. Sedangkan Vtanah yang
dimaksud dalam hal ini adalah tanah-tanah yany bisa saja
milik  orang lain atau tanah yang langsuny dikuasai oleh
HegQar a. ,
Menuro !t pendeiasan pasal 41, hak pakai adalah
suatu  kumpularn pengertian deripada hak-hak yang dikenal
dalam hukum pertahanan dengan berbagai namay yang

| ; |
comianya dengan sedikit perbedaan. Pada pokoknya memberi
wewenang kepada yaﬁg mempunyai untuk mempergunakan dan

i

2tau memungut hasil dari tanah yang bersangkutan. Dalam

R | TR

ngka penyederhanaan maka hak-hak tersebut dalam hulum
agraria yang baru diselLut dengan satu nama saja yaitu hak
pakai. (Effendi Perangin 3 1991 : 237).

B.%.d.1. Dalam pasal 41 ayat (2) UUPA hak pakai ini dapat
‘ %

di beriakan = o
a. Selama jangka waktu tertentu atau selama

.

tanahnya dipergunakan untuk keperluan ter-



tentu 3

N
b. Dengan cuma—-cuma pembayaran atau pemberian

1asSa apapun.

Malzud dari pembayaran di sini adalab dapatiéh

Qerupa uang ataupun pemberian jasa berupa apapun dan ini
d1lakukan oleh pemegang hak t;ersaebut’,
A.3.d.2. Kemudian dalam pasai 42 UUPA menyatakan bahwa
yvaty dapat memspunyai hak pakai ini adalah =
a. Warga negara Indanesia i
b, Orasng asing yéng berdomisili di Indonesia 3
c. Badan hukum yang didi}ikan menurut hukumllndonesia.
¢. Badan huhkum asing yang mémpunyai perwakiltannya di

Indonesia. (Bachsan Mustafa 3 1988 : 42).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam memori
penielasan pasal 42 bahwa aia%an memperbolehkan orang
asing memperoleh hak pakai ini adalah karena hak ini
dipandahg sebagai hal rerbatas.

B.f.d.K, Dan se]anju£nya dalam pasal 43 UUIPA ditentukan:
a. Sepanjang mengenat tanah yang dikuasai langsung
nmleh  negara maka habt pakai hanya dapat dialibkan
padS pihak lain dangan pejabat yang berwenang ;
. Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan
kepada pihak la{h, 1ikva hat itu dimungkinkan dalam

perjaniian yang bersanghkutan.

FHal pak an atas tanah kopunyaan orang lain ini
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}

i
honya dialihkan  bilamana memang diperbolehkan menurut
t

!
per janigian. Dengan demikian nampaklah UNsUr—unsur

¥

“ﬂprkbddian dalam hubungan antara si pemilik tanaﬁi dan
;ang diberikan hak pakai. (Suﬁargo Gautama ;3 1993 : 151).
B.3.e. Hak Socwae

Mengenai hok sewa selawn disebuthkan dalam pasal 16
ayat (1) UUPN adalah sebagai salah satu daripada hak atas
tanah. Hak sewa ini diatur secara khusus dalam pasal 44
dan * 45 UUPA. Pasal ini hanye berkenaan dengan hak sewa
un tul bangunan.

Pasal 44 ayat (1) UUPH menyatakan : seseorang atau
Cbadan  hukum  mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia
bertiak mempergunakan tanabh milik orang lain untuk
reper luan bangunan, dengan mehbayar lkepada pemiliknya
sejumlah uang sebagal sewa. (Marsudi j 1990 :34).

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa hak sewa hanysa
untuk  bangunan ;aja, untul hal pertanian adalah tidak
diperbolehkan menggugat ketenbtuan pasal 10 ayat (1) UUPA.
Tanali  yang dikuasai oleh negara tidak dapat disewakan

!

varena negara bukantah dari pemilil tanah, demikian

i

memor i penjetasan UUPA. {(Sudargo Gautama ;3 1993 @ 152).

&

H.3.e.1. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan :
3. Gatu Vali atou pada tiap-tiap waktu tertentu.
. Sebioelum ataa sesadah tanah 1 ta dipergunaban.

FPoer janitran Lcewa init tidalk boleh disertal syarat-




Tpemegang hak ocsewa adalab s

i ' :

C

Cvoyar ol ygang mengandung ansur e

H.%.@. 2. Yonyg boleh mempunyai hal sewa.

Datam pasal 495 UURNA menyebuttan. yang dapat menjadi

&

a. Warga wegara Tndonesia s

. Orvang awing yang bLerkedudukan di Indonesia 3

¢. BHadan hukum' yang didirdkan menurubt hukum  Indonesia

tdan ber kedudukan di Indonesia 3 o .

I L .
A

. Hadan asiag yang mempunyal perwkilan di Indonesia.
(Elfondy Perangin 3 1951 @ 297-299),
-

- Pengawa -

3
H

Fuhan yang  pemurah telah nenciptakan manusi.d
1 v .

diwer Lal  bumit, atr dan ruang angkasa untul kelargsunygan

dan perkembangai hidupnya.
- g CE

Tanah yang merupakan permukaan bumi (pasal 1 ayat

i1

{3y dan  pasal 8 ayat (1) UUPA) adalah tempat manusia

hidup  dan  berkembang, tanah merupakan -segala sumber

kepentingan hidup manusia. Demikian pentingnya tanah bhagi

kiehiduparn - manusia), karenanyva tidalk mengherankan kalau

st b1ap marnus ia alkan orang ingin memiliki ‘atau

s

menguasainya,,  yanyg berakibal timbulnya masalah-masalah

- banah yéng ‘sering FiLtia jumpa i adanya perselisihan-

perselisibhan bahkan peperangas.

Karena = itu tanah ‘vang merupakan  salah satu

i . - -
cklcayaan alam  yang barlk langeung dilkuasai oleh negara
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sy
altau tidak adalah untuk Wlpergunakan sebesar—-besar
'J ] : ‘
b o bnur an raklyatl SECAra adil dan merata maka

peman faalannya  harus diabadikan kepada kepentingan dan
Lenerabhler aan rdkygl. Untulk telap Lerpenuhil kebutuhannya
Aaka tanah tersebut harus dilindungl darn dijaga
lelestarianya. Kemajuan pembangunan yang pada akhir-akhir
.an yany cukup pesabt adalah mcngaklbatkan altan kebutuhan
Lanah  yany  semakin meninghkatl, dimana tanah dibutuhkan
dalam 'indust(i yang untuk sebagail bahan baku bangunan
dalam jumléh yaﬁg banyak demi untuk terlaksananya proses
industri.

Untuk 6enjaga kelestarian sumber-sumber tanah
tersebut  perlu diadakan pengawasan terhadap kegiatah—
kegiatan yang dilakulkan berhubungan tanah te;sebut dengan
selksama. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 UUPA
yaitu memelihara tanah, termasuk - menambah  kesuburannya
serta 'men;egah_kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap.
orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai‘ hubungan
hukum dengan tanmah itu, denéan memperhatikan pihak
ekonomis lemah. (Boedi Harsono ;3 1992 : %), yang sangat
berkaitan dengan pasal. 21  ayat (1) Undang—undang
perindustrian 1984 :

"Perusahaan industri waijibh melaksanakan upaya

keoirnambungan ~dan  kelestarian sumber .daya alam

serta pencegahan: timbulnya Ferusakan dan .

‘




BENCEmMaran terhadap linghkungasn © hidup -akibat

-hcglaLan industri yang dilakuian’.
‘
Ar tinya sebagai  akibat kegiatanfkegiatan aperasional
.lmduﬁtri tersebul menimbulkan gangguan—gangguarn terhadap
‘Lingikungan dan keruéakén kelestarian tanah, dan apabila
1 tidal diperhatilkan Dleh perusahaan industri yaﬁg
bersangkutan akaﬁ mendabét- sanksi ‘yang sangat berat
cepertl tercantum dalam pasal 27 ayalt (1) .Undang—umdang
Perjndustrian 1284 =
"Barang siapa yang dengan sengaia melakukan
nerbuatan yang bertentangan ciengan ketenbtuan passatl
71 ayat (1) Urdang-undang Perindustrian 1984
daipdana peniara celama-tamanya 10 (ﬁepuluﬁ) tahon
NEEIE dpndQ webanyal Rp Iﬁﬁ.OOQ.DOO," {eerabtus juba
vup{uh\”_ Jika hal fbu dyscbablan kelalaian,
.Mihunnvan © huabaman uulﬁ lahgn dan denda sebanyalk -

hanyaknya Rp 1000000, (watu jubta rupiah).

Dongan demk ran elastale hatwa sumber -sumber  tanah

For ebot harus  didaga dan dipelihara oleh  bukan saja
Pt Nk Lrechadr o Lelapi Juga  pihak seluruh ralyat
Tiidomne s ta . Dygal belostar ian danskesuburan  tanabh dapat

i Laliank o sepan janyg masa, Layar yenerasi ke generasi.

N
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